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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Nopember 1990,

agama Islam, pekerjaan Pegawai Konter HP, Pendidikan SD,
tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 1 Agustus 1991,

agama lIslam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26
Agustus 2020 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.TR,
tanggal 27 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari Jum’at, tanggal 19 Februari 2016, di hadapan pejabat PPN KUA
Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari
2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Jalan Jalan Soekarno-Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan Kecamatan
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Talisayan, Kabupaten Berau, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai
dengan berpisah.

3. Bahwa, sampai saat ini perkawinan penggugat dan tergugat telah
berlangsung kurang lebih 4 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama anak 1 dan anak tersebut sekarang dalam
asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan
Februari 2019.

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi
Tergugat tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat,
serta keluarga Penggugat juga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat
akan tetapi Tergugat tetap keras kepala dan tetap curiga dan menuduh
Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menyebar
fithah terhadap Penggugat dengan menceritakan tuduhannya tersebut
kepada teman-teman Tergugat serta para tetangga dilingkungan sekitar
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati
dan merasa malu karena tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam terjadi pada tanggal 15 April 2019, dimana antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir
Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sudah tidak pernah lagi berhubungan
layaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita
Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut
berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 428/Pdt.G/2020/PA.TR. tanggal 31
Agustus 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi
nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan
Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan
maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak
dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan,
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Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur telah dinazegelen dan cocok
dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut
agamanya, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada

tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Jalan Soekarno-Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan Kecamatan

Talisayan, Kabupaten Berau;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengakaran Penggugat dan Tergugat adalah

Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan April 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun

tidak berhasil;

2, XXXXXXXXXXXX , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah teman Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di Jalan Soekarno-Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan

Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
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- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis lagi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

karena masalah Penggugat dituduh selingkuh sengan laki-laki lain oleh

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

April 2019, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun

tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan
dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil
gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta
memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan
menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di
antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat
yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb,
maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sebagaimana bukti P yang
merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati
Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,
meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa
tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten
Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran
Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan
dari Tergugat dengan alasan sejak sejak awal rumah tangga, Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh
dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal,
dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi
yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti
dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
(volledig) dan mengikat (bindende) bukti P tersebut menerangkan pernikahan
Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sehingga bukti P tersebut telah
memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan
keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Soekarno-Hatta, RT. 06,
Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran,
penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah sejak bulan April 2019, Penggugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan 2 Penggugat
yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 19 Februari 2016 di KUA Kecamatan Talisayan, Kabupaten
Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan
rumah tangga di Jalan Soekarno-Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan
Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat menuduh
Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2019,
Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan
Talisayan, Kabupaten Berau;
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2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 telah berpisah
tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan
seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak
akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam
membangun rumah tanggannya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai,
yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah ar-Rum
ayat 21,

D55 Lgllfsfw 0L 33) 5wl 5,850 b wlées

095855 Bl W5 o B s 55 6355 pfa
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir“.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an
mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah
pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami.
Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh
ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena
kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran
Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti
perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga
mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (broken mariage), tanpa
memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di

antara mereka;
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Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.
Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal
18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz | halaman 736,
yang berbunyi :

o Vo 0 Y
Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat
kemudharatan”;
Kaidah fighiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,
yang berbunyi :
tllandl cd> (e p 2io dwlaall ¢
Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jumat tanggal 18
September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1442
Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi
Sulistyo, S.H. dan Jafar Shodiq, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim
anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera, serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H. Jafar Shodiq, S.H.l.
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Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :
. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

1

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan . Rp. 300.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai . Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 316.000,00
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